
 

 

 

 

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR  29 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN 

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
Menimbang  : a. bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 

2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, 

perlu disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu mengatur 

kembali tingkat, golongan dan pelaksanaan perjalanan 

dinas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 

tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di 

Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 

Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 

Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan 

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1622); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi 

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2007 Nomor 1); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN 

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Gubernur Kalimantan 

Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan 

Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi 

Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan 

Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan 

Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi 

Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2018 Nomor 34) ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga 

Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

 

 

Pasal 12 
 

(1) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti 

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus, dan 

sejenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yang 

ditanggung oleh panitia penyelenggara, berlaku ketentuan: 

a. untuk hari keberangkatan dan hari kepulangan, uang 

harian dibayarkan sesuai dengan standar biaya yang 

ditetapkan; dan 

b. untuk hari pelaksanaan kegiatan hanya diberikan uang 

saku dari komponen uang harian sesuai dengan jumlah 

hari pelaksanaan kegiatan yang ditanggung panitia 

penyelenggara. 

(2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan untuk 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 

yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka untuk 

kelebihan hari dimaksud kepada Pelaksana SPPD diberikan 

uang harian secara penuh dan dibebankan pada DPA-

SKPD Pelaksana SPPD. 

(3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk 

mengikuti rapat, seminar, workshop, dan sejenisnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b 

tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya 

Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada 

DPA-SKPD Pelaksana SPPD. 

(4) Penentuan pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan 

pemberitahuan Panitia penyelenggara yang disampaikan 

melalui surat/undangan mengikuti kegiatan dimaksud. 

(5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara 

bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, 

seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPPD dapat 

menginap pada hotel/penginapan yang sama.  
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(6) Pendamping dan/atau ajudan Gubernur/Wakil 
Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/Anggota 
DPRD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama 
dengan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan 
DPRD/Sekretaris Daerah dengan melampirkan surat tugas 
mendampingi dan pelaksanaannya menggunakan fasilitas 
kamar dengan biaya sesuai standar golongan SPPD 
dan/atau biaya terendah pada hotel/penginapan 
dimaksud. 

(7) Dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah pada 
hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
sudah tidak tersedia, maka Pendamping dan/atau ajudan 
dapat menggunakan fasilitas kamar di atasnya dengan 
menyertakan surat keterangan dari pihak 
hotel/penginapan. 

(8) Untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dari UPT atau 
Cabang Dinas yang berkedudukan di ibukota Kabupaten ke 
daerah di dalam Kabupaten tersebut, standar biaya 
perjalanan dinas mengacu dengan standar perjalanan 
dinas yang berlaku di Kabupaten tersebut. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah. 
 
 Ditetapkan di Palangka Raya 
 pada tanggal  23 Oktober 2019 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 

 

SUGIANTO SABRAN 

 
Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal  23 Oktober 2019 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 

 

FAHRIZAL FITRI 
 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 29 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 
 

ttd 
 

SARING, S.H., M.H. 

NIP. 19650510 198703 1 003 
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